
BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 10
huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, Pemerintah Daerah menjamin
tersedianya tanah untuk kepentingan umum yang
digunakan untuk pembangunan tempat pemakaman
umum Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Pemakaman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang
Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk
Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3350);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
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13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5004);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5103);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 694);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05
Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun
1991 Nomor 02 Seri C)

19.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19
Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PEMAKAMAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.

5. Pejabat adalah Kepala Instansi Daerah yang
ditunjuk oleh Bupati untuk bertugas dan
bertanggungjawab mengurus pelayanan tempat
pemakaman umum termasuk jenis-jenis pelayanan
lainnya yang berkaitan dengan pengurusan
jenazah.

6. Pemakaman adalah proses penempatan jenazah
pada tempat peristirahatan terakhir sebagaimana
ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut
oleh yang meninggal dunia.

7. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah
dan/atau kerangka jenazah.

8. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah
yang disediakan untuk keperluan pemakaman
jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan
agama dan golongan, yang pengelolaan dan
pengaturannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah
atau Pemerintah Desa.

9. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal
tanah yang disediakan untuk keperluan
pemakaman jenazah yang pengelolaannya
dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan
keagamaan.

10. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah
yang digunakan untuk tempat pemakaman yang
karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan
mempunyai arti khusus.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah SKPD yang lingkup tugas
dan tanggungjawabnya ditetapkan oleh Bupati
meliputi penyelenggaraan pelayanan pemakaman
umum daerah.
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BAB II

PEMAKAMAN

Pasal 2

Setiap orang yang meninggal dunia dalam daerah harus
dimakamkan ditempat pemakaman atau diabukan
ditempat pengabuan sesuai dengan ketentuan agama
atau kepercayaan yang dianutnya.

BAB III

PELAYANAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan pemakaman di daerah
dapat dilakukan oleh :

a. Pemerintah Daerah melalui SKPD;

b. Orang atau badan.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Pemakaman

Pasal 4

Jenis pelayanan pemakaman meliputi :

a. penitipan mayat;

b. penyediaan tanah makam;

c. pengangkutan jenazah/penyediaan mobil jenazah;

d. pelaksanaan pemakaman;

e. pemeliharaan kebersihan lingkungan makam;

f. penggalian dan pengurugan tanah makam; dan

g. pemindahan/pembongkaran makam/pusara.

BAB IV

TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 5

(1) Tempat pemakaman di daerah meliputi :

a. tempat pemakaman umum ;

b. tempat pemakaman khusus;

c. tempat pemakaman bukan umum; dan

d. tempat pemakaman milik keluarga.


